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usahanya. Peraturan perundang-undangan tidak memberikan pengaturan yang pasti dalam hal
Restrukturisasi Utang sehingga Debitur dan Kreditur diberikan kebebasan sepenuhnya untuk mencapai
kesepakatan dalam mekanisme Restrukturisasi Utang tersebut. Hal tersebut mengartikan bahwa mendirikan
sebuah badan usaha baru juga dapat dijadikan sebagai sarana untuk Restrukturisasi Utang. Penelitian ini
bertujuan untuk menjelaskan dampak dan kedudukan hukum pihak-pihak dalam Restrukturisasi Utang
melalui skema pembentukan Perseroan Terbatas sebagai Debitur baru. Metode penelitian yang digunakan
adalah yuridis-normatif dengan studi pustaka yang didasarkan pada studi kasus. Hasil penelitian
mengungkapkan bahwa badan hukum bertanggung jawab dalam hal tindakan sah yang dilakukan oleh organ
atau telah disetujui oleh organ yang lebih tinggi. Hasil penelitian juga mengungkapkan bahwa kedudukan
hukum yang terpisah diantara para pihak mengakibatkan perbedaan hak dan kewajiban sebelum dan setelah
dilakukan Restrukturisasi Utang.

Debt restructuring is a necessity in terms of Debtor can not meet its obligations to Creditors, but on the other
side of the Debtor still has agood faith and prospects for business. Regulation does not provide definitive
arrangement in Debt Restructuring so Creditor and Debtor given that complete freedom to reach agreement
in the Debt Restructuring mechanism. This means that setting up a new business entity can also be used asa
means for Debt Restructuring. This study aims to explain the impact and the legal position of the parties to
the Debt Restructuring scheme as a Limited Liability Company formation as a new Debtor. The method
used isjuridical-normative based on case studies. Results of the study revealed that the legal entity
responsible for the unlawful act committed by the organ or organs that have been approved by the higher.
The results also revealed that a separate legal position between the parties resulted in differencesin the
rights and obligations before and after the Debt Restructuring.


https://lib.ui.ac.id/detail?id=20402605&lokasi=lokal

